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BUPATI SAMBAS
PROVINSI I(ALIMANTAIII BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PENURUNAN STUNTING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2Ol3 tentang Gerakan
Nasionai Percepatan Perbaikan Gin;
bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi
-aatr a - -r,-- d ---a-- - ,,1-:.--,,-- -a-.-. ,.---.--.1--.-,iur h.arJupaLerl DE.rrllJa$ $c.rui8ga qaPar ffrcfrgrrarnrral upaya
peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan
1-.^l;+^^ ^,,*1--- A^-.^ *^-,,^:^.rLrirz-rr l-drD a! Llrrl Lr\-l \ra.J a. Lrl<itrl Lutlct,

bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang
bersifat rn';lti dina.-nsi d.an intervensi paling nnenentukan
pada 1,0O0 hari pertama kehidupan;
bahwa mas5rarakat sangat memhutr:hkan informasi untr:k
menjaga status kesehatan dan gizinya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pplr--lren-tt-r-7.<,-t- I-lacral. 'TinaLat IT A; Ilnlimnn,taa 1T o*1'^o^-r errrsvrrLqB.{r uqel %L i rii6ixaL ,.t- l.ar .i-laiii.iiiciiiidii ii-€iii.^iiii liii

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
lnctonesla Nomor LAJAI;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan
U'errr-baran Nesara Remrhlilr Tnrlonesiq Tahrrn 2OOq Nornnr 144\-------.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2A12 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}fi Nomor 227,
Tambahan l-embaran Negara Republik Ind.onesia Nomcr 5360)

b.

d.

2.

o
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4. Urrriang-Undang Nonror ?3 Tairun 2Ai4 tenta.rlg Penrerir:.tairzur

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5

Nomor 24, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5657), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara P-epublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

5. Perat*ran Pemerintah Nomer 69 ?ahun 1999 tentang Label

Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
1998 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang

Kearnanan, Bdutu dall Gizi Pengan {Lemba,ran Negara P.epublik

Indonesia Tahun 2oa4 Nomor la7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa?al;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2OL2 tentang

Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik
Indo:resiaTahun 2*L2 Nomor 58, Tambaha:r Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5291);
8" Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2AL6 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 588[;

9. Peraturan Presiden Nornor 42 Tat:lurn 2O13 tentang Gerakan
Nasiona-! Percepatan Perbaikan GH {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 1OO);

lo.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2OLT tentang Gerakan
Masyara-kat Hidup Sehat;

ll.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2O1O tentang
PeCorcan Sistem Kev"'aspadaa:r Pangen dan Giei {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2O1O tentang
Garam Beryodium {Eerita Negara Republik InConesia Tahun
2010 Nomor 6751;

1 Q Darahrra- Bfanfar"i Ifacahofout l\Jaryrnr''! {{ -/L/[en-Izpq lDcr l I ./?n1 ni\j. .r Ci!li-i,iislii iiigi'iLgij. .i-rvi)Ei.-4.(.-.i4lii j'tutrri.rr rUv., rrlvruwul r vL I Ll &v lv

tentang Penggunaan Karhr Menuju Sehat (KMS) Bagr Balita;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269 /Menkes/

Per/Xtl?Oll tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup
Bersih Dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
On1 1 l\fnmnr TqqI', vvl,

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor O33 tahun 2012 tentang
Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ot2 Nomor 7571;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 20rc tentang
Dantralernnlraan Dalzariaan Aon Drdlrtilr rlaanana /1izi fEloritorvrrJvrvrrr+li,qsu^ rvAv^J4ul uur liu\u\ rvrr464 ulzr tsvrru

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor a77\
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2OL3 tentang

Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa. Indcnesia {Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438).



A

('. sti;nting i,iibaca stantingi a,jalah kon,jisi gagal tumb-uh pada
anak anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak
te-lo'lrr tren.;loL rrnirrlz rrsiorr-roLv^^qrq yvarsvrr qiaLsir qJaaiij*.

7. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditqjukan
kepa-,Ca- a.nak ,la-la-m 1.000 Hari Perta_ma- Kehidirpan, pa.rla

umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat
jangka pendek.

8. Intenrensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan
melaltr,i berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor
kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.

9. Upaya perbaikan gin adalah kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan yang Cilaku,l,an seca-ra terpaclu, terintegrasi Can

berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan
sta-tlls gizi masya-rakat ciaiam tlentut< upaya promotii
preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Fcrucrin'lair Dacrair Ka'u upalcl dzur I alau ruasviu'akal.

10.surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus
ii?eiiei"iis i'ang dilal<ukan cleh tenaga gizi terhadap semua
aspek penyakit gizi, balk keadaan maupun penyebarannya
da-lam suatu anasS,,arakat terterrtu Lrntuk keneniinsa.,
pencegahan dan penanggulangan.

1 1. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menielaskan
suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran
fungsi sel tub,,rh yaitu dari keadaan norunal men_iadi lebih
buruk. Penyakit ini antara lain : diabetes mellitus, stroke,
jantung koroner, kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal,
d.an sebagainya.

12. Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan
formai gtzi, minimai ir:iusan Dipioma III Gizi Siang memiiitci
sertifikat pelatihan gizi tertentu.

i3. Felugas Gizi adaiair ?erraga Gizi alau orarlli vang petiuii gizi
y*r,fu.t rja di sarana o.;;;;";;.;";J.

I A p^^.,^-1,, c.!+!^i^ ^^1^L ^^+r r 1^^-+,,i- I r.i -i. i-iis'r'aii(fi-i a..iiiiaii ,iaiaif Sqru Lrt-rrLLrr\ t-,pa]v-& I(CSChatan
gersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan
diselenggarakan dai-i, c'leh dan untnk mas5;s1gil<*1 daiarn
penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna
memberdavakan mas],'arakat dan memberikan kemudahan
kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan
dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu
dan bayi.

15. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan
hidup yang mengandung sel-sel darah putih, im:-inoglcbulin,
enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi
iainn-,"a )'ang dipcrlukan untuk periumbuhan dan
perkembangan anak.
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BAB II
AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD

Pasal 2

Azas.azas penir:-llna n sirtnting arlalah :

a. bertindak cepat dan akurat, artinya daiam upaya penurunan
stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur
tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;

b. penguatan kelembagaan dan kerja sama; artinya dalam upaya
penurutlan stur:ting tidak hanya dapat. dilirkukan secara
sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan
prograrn iain:

c. transparansi, artinya az,as yang menentukan bahwa dalam
segai.a hal 5,,ang berhubungan dengan penurunall stunring
harus dilakukan secara terbuka,

d. peka buda3,'a, artin_va azas yang menentukan bahv"'a dalam
segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting
harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan

e. ak;ntabilitas, artinya azas yang menentukal bah.r.a dalam
segala hal yang berhubungan dengan penurunan stunting
h ar-r-r s,iiiakukan de n gan penui r'ian H,*-ui r g j a-wa'o.

Pasal 3

Penurunan stunting bertujuan untuk rneningkatkar: status gizi
masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Dac'ol 4r qo4t !

-Penr-ti:r-in3-n str,in ting clima.ksr-icl-ka n rin tr-ik men ingka tka n fi1r-r-t_1_1

gizi perseorargan, keluarga dan masyarakat melalui:
a. perbaika.n pola konsumsi makanan;
b. perbaikan perilaku sadar gizi;
c. peningkatan akses dan mutu pelayanan $zi sesuai dengan

kemajuan ilmu dan teknclcgi; dan
d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gui.

ttAB III
PILAR PENURUNAN STUNTING

Doc'-! (
a qoGr v

Aksi ber'sama dan terobosan ,-rntuk penur"unail st;nting
dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi:
a. komitmen dan visi pimpinan daerah;
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ir. kairipal_ve derrgani fokus 1.rada periraliauuui, r:er.ubairanr
perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;

c. konvelggnsi, k-oorrt-inasi cla-n k_onsolicl-asi progra.m n_a_.siona,l,

daerah dan masyrakat;
d. mendorong kebijakan nutitional food seanritg; dan
F rtemqrrfo: ron rlatr errol,rooi!. PLrrr.IrLquqll uqii L V(f,.iil.]'oi.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Rqcriqn l{psaf: r

Ruang Lingkup

Pasai 5

Ruang lingkup penurunan stunting berkaitan dengan intervensi
gr?r spesttik dan rnterr.rensr glzt sensttlt.

D^,,:^- L.^1,,^uqSlall l\uuua

Sasaran

Pasal 6

(1) Sasaran kegiatan penurunan stunting, meliputi:
a. sasaran untuk i.ntervensi gizi spesifik; ian
b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif;

{2) Sasaran untr:k intervensi gizi soesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. ibu hamil;
h. ibil rnen5trsui dan anak dibar'.,ah usia 6 !-lulan; clan
c. ibu menyusui dan anak usia 6 - 23 bulan.

i3) Sasar:gn untuk inter-.,ensi gizi sensitif sebagaimans. dima-ksud
pada ayat (1) huruf a yaitu masyarakat umum, khususnya
keluarga.

Rooion Vatiacs461c.1 rrL.Lr6q

Kegiatan

Pasal 7

(1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil
sebagairnana dirnaksuC dalam pasal O ayat 2 huruf a,
meliputi:
a. memberikan makanan ta-mbana-n pada ibtr hamii untuk

mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
b. mengalasi kekureuleart zaL 'oesi dan asiilrl it-riai-.

c. mengatasi kekurangan iodium;
d. mcnangguiangi kccacingan pada ibu hamil; dan
e. melindungi ibu hamil dari malaria.

(2) Kegiatan inter-.rensi gizi spesifik dengan sasaran ibu
menJrusui dan anak dibawah usia 6 bulan sebagaimana
dimaksud dalam oasal 6 avat 2 hun:f b. meliputi:
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a. riieudor'orrg irrisiasi riicrr-vusrr dirri iiiviDi; dari
b. mendorong pemberian ASI Eksklusif.

i'2"1 l{+ryiof+n i*f+-renqi aioi qr--o.ifi.l- .lo-..o^ :i--'[v, a\u6aaLala aarLLl aurai)a 6tLr, i]iiu-iiiil ijuiiSiiii ijiiijiii-iiii iuu

menJrusui dan anak usia 6 - 23 bulan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 a5,27 ? huruf c, meliputi:
a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23

bulan didampin# oleh pemberiax makanan pendamoina

ASr {MP-ASr);
b. menyediakan obat cacing;

c. menyediakan suplementasi zink;,

d. melakukan fortilika.si zat besi ke dalam makanan;
p meml-reriLon nerlinrlrrnoan l-prl-l'oAon mala '
L. iii'vliiirLi rfri.l.-iI ijCi -iiii'\tLiiiijij.it LCt rli1-lliii; UfietiffiG.,

f. memberikan imunisasi lengkap; dan
g. meiakuka-n pencegahan cia-n pengoba-ta-n ciiare.

(4) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat
urnuru scbagairruana cliuraksud tiaiarri pasai 6 ayat -3, rneiipuli:
a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
L 

-o-'.--iic1-o- 
,J^- aaana+il-^^ ^1-^^^ ^^-l^ ^^*:+^^:.L). rrrvriJUl.itcr'r\all Llatt rrrul-a.ta,ta5Llnaaii aaii.Sc;i Paiji1 iririiiiLaiii;

c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
d. m.en.ze.rli=kan akse-s,, Len=<J= la'rettttt kesehatan dan---"-^J :aal ai:caii

Keluarga Berencana (KB);

e. men3,'ediakan Jaminan Kesehatan Nasional $KN);
t. menyediakan Jaminan Persalinan Universai (Jampersal);
g. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
i. memtrerikan pendidikan gizi masyarakat;
j. mernberikan edukasi kesehatan seksual dan reproCuksi,

serta gizi pada remaja;

k. menyediakan bantlian dan jaminan sosiai 'nagi keiuarga_
miskin; dan

i. nrcrringkaikari kelairanarr parlgam riari gizi.

trTAR \/
PENDEKATAN

Elo-iorr l1as.:'! r ruq6rqtr r\voqLu

Kemandirian Keluarga

Pa<ai }{

(1) Dalam upaya penurunan stunt"ing dilakukan strategi edukasi
kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.

(2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud
pade ayat {1} dilakukan terkait upa-3ia prcmotil'dan preventif'
melalui intervensi perubahan perilaku individu dan
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lriasyar'akai, ser"ta :valig rlreri-vc11illli sasar'ari _varig paiirig
utama yaitu keluarga.

{3} kemanclirian kehiarga sebag*ima.na climaksr:cl pa,cla a}rat {i}
dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keruarga
untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara
manctiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan
community prouider, secara berkala, kontinyu dan
f'arinfarnrn ciLVI aitlvr i<a aJl.

(4) Kemand-irian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilihat dari berbagai indikator, yang meliputi:
a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan

dan giz|'
b. sejauhn:ana keluarga :r:engetahi_li apakah anggota

keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi
^ I-^l--^--^ +^--^i^l-__.: ^_ L^_--_ l.:t^l_,_r_^-- -J^-^u. r\Erua.rXd rUcilHe Lat=iUr apa -yailg nai-ijs OiiaKijKafi; Cari
d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses

pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Pasai ry

( 1) Dalam upaya mempercepat penurunan stunting dilakukan
RCr aAd.rr rtrd-Di ia.a aailai L iiiuijp suiial.

(2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dilaksanakan u-ntuk mensinergikan tincrakan
upaya promotif dan preventif masaLah stuniing serta
meningkatkan produktivitas masyarakat.

{3} (ierakan n}asyarakat hrdup sehat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. peningkatan akli.sitas {isik;
b. peningkatan perilaku hidup sehat;
c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan $zi;
C. peningkatan pencegahan dan deteksi dini pen5rakit;
e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
f. peningkatan edukasi hiCup sehat.

(2) Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas dan seluruh
organisasi Perangkat Daerah terutama guna penlri:unan
stunting.

Bagian Ketiga

Gerakan Seribu Hari pertama Kehidupan

Pasal lO

{1) Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan
komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan
masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan
nant !frtn.rh cft rrtinn
fLrrqr uriqll JLU^rLir iE,
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i2i Gerakan sebagainraria dinraks-urd l.racia aJ-at ii) urciaiuii
penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku
keoentingan secara terencana dan terkoorcinasi terhadap
kebutuhan gizijanin maupun bayi pada seribu hari pertama
kehidupannya.

{3} Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l} diiaksanakan
dalam bentuk antara lain meliputi:

e. penanciatangen pakta integritas oieh Pemenntah Daerah,
masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;

h izrrnrlrnilz,-rei er{-r-riz-.-lsi.l:1 n nart!-!4!-ian i^fnr-,eoi hoil- f^-,-i1
^rr\qrrr Luu^\uJr ulEr iJ-Liiiu-Li ir:j.j. iiiiu'i iiid.Jj. ijLair-\ i(ji iij.ij.

maupun informil;
c. kampanye di berbagai media;
d. per-nberial:. penghargaan bagi masyarakat peduli

penurunan stunting; dan
F lratini-* l.aai1ton t^i* r,-hft 

-o-J,,1-,,-^v. rwEiqqrr r\v6rqLqii iaiiii -Y i,iiiE iiiuiiLli-;i-Li-iiiH.

(4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat t1)
dikoord-inasikan oleh Dinas.

{5} t}erakan sebagaimana dirnaks.ud pada ayat i1} dimasukkan
dalam rencana strategis Dinas dan didukung anggaran
Jltnlzr r nren D.= !.q ks.e n.q.a !1 A n coo ro rr /npA I T-\i n a si r vrdLrGii+qii r-riit;6ai u-ii i-i/-.rr-ri ir.iiia1.iJ.

BAB VI

EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

}l*crian kpcqfrr

Edukasi Gizi

IJqeql I I

(1) Edukasi gizi diselenggarakan dalam upaya menciptakan
pemahamen yang sama tentang hat-hal yang terkait d.engan
gizi.

t2j Edukasi gizi eebagaimana Cimaksud paCa aJ,,ar. i1) meiipu*.i:
a. pengertian gizi;
b. masalah gizi;
c- i'a-ktcr-faktor yang mempengaruhi rnasalah gizi; dan
d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki

lzao.I,',-- .,joir\vqquqir 5r&a!

(3) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan secara periodik oleh Dinas.

Ilocion KeCJUa

Pelatihan Gizi

Pasal 12

(1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan
pengetahllan, pemanaman dan Keterampiian petr-rga-s Gizi
dan masyarakat dalam upaya penurunan stunting yang
herl.:i_i-a-1ita-s,



(u

1r)\

1n

//1rT-!-I-1:1, _ --: : _-r,-,__:,_,__-_ _t:,__ 1---_, 1iZj tseiat-iirarr gtzr sei;aganmana ciiinaksuu-i parla a-va-r_ iii
diselenggarakan secara periodik oleh Dinas.

!{=crran Kptioq

Penyuluhan Gizi

Pasa! !3

Penyuluhan gLZi kepada masyarakat dalam upaya
penr,ll'r-1na-n str-rnting ciiseiengga-ra-kan o-i ce.iam gecr-r:ng o-a_n

di iuar gedung.
Penvi-rlr,rhan sizi di dalam sedr-rr-rs sel-rasaim:-na,fir:raksi_id- ---J ---'------- a)-*-

pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas
dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian
r'{n.r r'!?1a\re keeehatqn T.rFrrrrzr?1rran(4 r:vuurrqi.aii lrvi ui ir i6aa'r,

Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada
.q--."et {'! ) r-{il..llzr:lrsn di Pn.rrror-rr{rr r{an nerfamrran-npripmrrohurtwrur\B vu-, qr^uu u*r rL. LLiiiuqii-iivi Li/iiii;r:.ii

kelompok-kelompok masyarakat.
Penyuluhan glzi dalam upaya penurunan stunting dapat
rlilqlzt:i-a- .li rrrffioh so[ri+ r-lalcm bentUk .kOnSeiino qzi rliurrqlrurrL( ui rrGii raRi L ueiaiii U'vi; L(-ir: itvii-CiiiiE; ,t;1_1/i .ni

rlrang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan
Lol^-o^L .li ruonc rorrr.>i iolo^r\vrvrrryvrr ur r uurrb rqrvuLJ*rUir.

RAR VII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasai i+

Penelitian dan pengembangan gizi dilakukan guna
menerap},an ilmu pengetahuan Can teknolcgi tepat guna di
bidang gizi dalam rangka menentukan intervensi yang tepat
nqtrrflrron ofirnliacyvrrqr qrrell *uq^rLraat>.

Penelitian, pengembangan dan penerapan hasil penelitian
grri sebagaimana- dimaksud pada ayat (1) dilaksanaka-n
dengan memperhatikan norma-norma yang i;erlaku rJ.alam
masyarakat.

BAB \.rlll
PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

(1) Bupati melimpahkan lrewenang dan tanggung jawab
penurunan stunting di Kabupaten Sambas kepada Dinas.

(2) Wewenang dan tanggung jawab penurunan stunting di
Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksuC paCa ai.at {l)
dibantu oleh Tim Penurunan Stunting Kabupaten Sambas.

isi rim Penurunan siuniing sebagaimana dimaksud pada ayai
(2) terdiri dari unsur: pemerintah, masyarakat, akademisi,
praktisi dan pelaku usaha.

(3)

t4l

(1)

tzl
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(4i ?iiri Penurunair Stun'riog Kairupaien sami;as sebagairlarla
dimaksud pada ayat (2) bertugas :

a.. mela-kr-rkan koordina-si da_n k_omr_rnika_si efektif linr_as
program dan lintas sektor dalam upaya penunman
stunting;

b. rnengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan
perbaikan gizi di Kabupaten Sambas;

c. merencallakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan
program penurunan stunting di Kabupaten Sambas;

d. melaksanakan dem mengaloi<asikan program penurunan
stunting di Kabupaten Sambas dalam bentuk kegiatan-
'!-^;^+^* l-^-1-^r^-:- r#^-.ILUE,r€t Lcr..r.r J rr.r rts, tru.l. tl Urai i Ij iifli-I. f ;

e. monitoring dan mengevaluasi program penunman
stunting cli Kabupaten Sambas;

f. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan
sampai tingkat desa sehubungan dengan program
penurunan sttrnting di Kabupaten Sambas;

g. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang
perencanaan Can pelaksanaan upaya penurunan
stunting di Kabupaten Sambas; dan

h. menyarnpaika:r iaporan kepada Bupati secara berkata_.

(5) Tim Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dibcntuk dcngan Kcputusan Bupati.

BAB IX
PENA.JAMAN SASARAN WII,AYAH PENURUNAN STUNTING

Pasal L6

{1! Dalam upaya penurunan stunting dilakukan penajaman
sasaran wilayah intervensi.

(2) Penajaman sasaran wilayah penurunan stunting
sebagaimana dirnaksud paCa ayat (1) didasarkan
pertimbangan-per[imbangan yang meliputi:
a. tingginya angka kejadian sfirn'ring;
b. perlunya efisiensi sumber daya;
c. lebih fokus dalam implernentasi dan efektivitas percepatan

penufl.man stunting;
d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
e. dapat dijadikan dasar perluasan.
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PERAN SERTA MASYARAKAT

Pocal 1 7

{1} iv{as3ia,raka"t memiliki kesempa-tan r-rntr-rk berpera-n serr-ra,s-

luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi
incividu. keluarga can rnasS'arakat. sesuai. denqan ketentuan
peraturan bupati ini.

(2) Dalam rangka penurunan stunting dan intervensinya,
masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan
dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di
bidang L;esehatan Can gizi.

(3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan
niengqerakkan swa,Ia-],,a mas-yar-akai di bit'rang grzi ,.jan
penurunan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan
berhasil guna.

BAB XI

PENCA.T,{TAN DA}i PELAPOR4.N

Pasal 18

setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pera3ranan kesehatan
harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya
penurune.n stunting.

Pemerintah Daerah dan Dinas mendorong tenaga kesehatan
dan fasilitas pelayana.n kesehata-n d.alam me!.akuk:an
pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Pencatatan can pelaporan sebagaimana dimaksud. pada ayat
(1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.

Pelaporan sebagaimana dimaksuci pada alrat {1} dilakukan
secara berjenjang.

RAR YII

PENGHARGAAN

Pasai L9

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada
mas5,'aral.:at dan,/atau instltusi yang peduli penurunan
stunting di Kabupaten Sambas.

12) F.ategori, i.:ritei'ra, dan bentuk pembenan penghar-gaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
r}inqsvail4u.

/1i
\ -,

(21

/ei
\v,

i4it',
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(3i Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(i) diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau
hari-hari besar kesehatan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan bagr. pelaksanaan upaya penurunan stunting
bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),

b. Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah {APBD), dan
sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 23 Oktober 2A17

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI
Diundangkan di Sambas
pada tanggal 23 Oktober 2Al7

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan Sesu Aslinya
KEPALA B IAN HUKUM,

Pembina r {iv/b)
NrP. 1968A6]2 w97ta 1 001


